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I. PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pertahanan  Nasional. Hak
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbuksan informasi publik.
Merupakan salah salu cin penting Negara demokratis yvang menjunjung tingen kedaulatan
rakyal untuk mewujudkan penyelenggaran Negara yang baik. Pemperlakukan Undang-undang
nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010
merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di
Kabupaten Buleleng. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang
untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, sebap badan Publik mempunyai kewajiban
dalam menyediakan dan melayani permchonan Informasi Publik sccara cepat, tepat waktu |
biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugss Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas
tersebut, PPID Pembantu menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Pembantu
Dinas Tenaga Kerjs dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. dengan adanys Standar
Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat begalan
efekiif dan hak hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

LANDASAN HUKUM

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penycelenggaraan Negara vang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Momor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Buleleng dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik { Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Momor 48463

4. Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
(Lembaran Neeara Reoublik Indonesia Nomor 2007 Momor 89, Tambahan Lembaran
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11.

Peraturan Meateri Komunikasi dan Informasi Nomer 2BFPERSM. KOMONED2006
lentang Penggunzan Mama Demain go. 1d wpiuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan
Daerah:;

Surat Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 167/Tm. Kominto!
01372011 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Doloumentasi;

Peruhipsn Mentert Dalam Megeri Nomor 35 Tahun 2010 teatang Pengelolaan Pelayanan

Informasi dun Dokumentesi di Linglungan Kementerian Dalam Negara dan Pemerintab
Craerah;

Surat Keputusan Bupati Buleleng WNomor 18845 / 432/ Dishubminfo! /2012 tentang
Pembentukan Organizasi Pengelola Informasi dan Dobumentasi;

Peraturen Dacrsh Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Feramran Daerah Nomor 13 Tahon 2016 tentang Fembentukan dan susunan Peramran
Daerat.

Poraluran Bupati Buleleng Momor 55 Tahun 2020 tentang Perubrahan atas Pecaturan
Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembeniukan, Kedudukan, Susunan {rganisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Doerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

2,

Mak=ad

Pedoman ini zebagai acuan mengenai ruang lingkup, langgung  jawab dan wewenang
pejabal pengelola Informasi dan dokumentasi atau FPID Pembantu Dinas Tenapga Kerja
Kobupaten Buleleng dalam  meryediakan Informnasi  tertentu melalui mekanisme
pelakaanaan kegiatan pelayvanan informasi Publik,

Tujuat

- M™epdorong terwujudnya implernentasi UL KTP secara efektil dan hak-hak publik
teshadap informasi yang beddualitas dapat terpenabi .

- Memberikan standart bagm pejabat PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan
informasi publik

- Memngkatkan pelayanan informasi publik di hinglungan Dinas Tepage Kega  unbak
menghasilkean layanan Infonnasi publik yang berkualitas

HAKIKATPELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakikai Pelayanan Informasi Publik adalah pembenan pelavanan kepada pemchon informasi
Publik secarm cepat, lepal wakty, biaya tingatfproporsional, dan cara sederbana pengecualian
Informazi Publik betsifat ketat dan terbatas; kewajiban Dinas publik unluk membennhi sistem
dokumentasi dan pelayapan nformmasi.

ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

-~ Transportasi
Bersifat terbukz, mudah dan dapal diakses oleh serua pihak yvang membutuhkan dan
disediakan secara rmemadai serta mudah dimengerti

- Aluntabilitas
Dapat dipertanggung jawablkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undzangan

- Kondizsional
%esuai dengsn kondisi don kemampucn pemberi dan penenma pelayanan dengab tepat
herpegang pada prinsip efisiensi dan efeknfitas,

= Parficimahf



Pernber dan penerma pelayansn publik harus memenuhi hak dan kewajibap rnasing masing
pilak.

IV, KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBELIK

Pelayanan informasi publik  yeng dilaksenekan oleh pejabat pengelola informasi dan

dokumentasi Dinas Perhubungan, Kormmunikasi dan Informabika, masuk dalam kelompok pelayanan
Jesa . vakmi menyediakan berbagai hal yanp berkaitan dengan informasi dan keomimikasi yang
diburuhkan ol=h masverakat.

¥. STANDART OPERASIONAL PELAYANAN INFORMAST PLBLIK
Adapun standart pelayanan informasi publik, sebagai beriku :
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OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.
Untk melaksanakan pelayanan infoomast perlu didokung oleh Front Qffice dan back Cifice
yang bk
a. Front Office melipah -
- [esk layanan langsumg
- Deck layanan via media

b. Back Office melipuw :
- Bidang pelayanan dan dokmentasi informasi
- Bidang prngolahan data dan klasifikasi informasi
= Brdang penyelesaian sengkets informasi.

DESK INFORMASI FUBLIK

Lmiuk memenuhi dan moleyani perminizan dan kebutuhan pemehon informasi poblik, pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan

layanan langaumg dan layaman melaui medis antara lzin menggunakan telepon, email dan
wehsite.

WAKTU PELAYANAN INFORMAS]

Delam membenkan layanan informasi kepeda pemohen infermas PPID Pembantu menelapkan
waktu pemberian pelayenan informasi Publik di Sekretarat PPID Pembaniu yang berada di
Dings Tenapa Ketja dan Transmiprasi Kabupaten Buileleng, Penyelenggaman pelayanan
informeasi publik dilakasanakan pada han kega Senp simpar

dengan Jum‘at

- Benin— kamis - 0R.00 sid 1500 WITA
- [stirahbat : 1200 2fd  13.000 WITA
- humTat ; G800 sid 1300 WITA

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI FUBLIK

- Pemohon informasi datang ke layanan informasi mengisi formulir permintaan infermasi
denpgan melampirkan fobtr copt KTP pemehon dan pengguns infarrmas.

- Petupas memberkan lapds bukti penenmaan permointsan informesi publik kepada
pemshen infoomnase publik,

- Pertupss memproses pemintasn informesi publik  zezwai denpan forvulir permiintsan
informasi poblik yung Irelah di tandalangani oleh pernchon informasi publik

- Petugas Menyerohkan informasi sesuai dengan wvang di minta oleh pemohon/pengguma
formasi jiks informasi yang di mints masuk dalam kategon di kecuwahikan PPID
Pembantu menyampaikan alasan sesuai dg ketentuan peratiran perundangan yang berlaku
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- Proses peoyelesaian vmtvk memenshi permintzan pemohen informasi publik dilakukan
setelah pemohon informeas; publik memenuhi persyaratan yang lelah ditetapican

= Wakmu penyelesaian  dilaksanakan peling lambat 10 hari kerja zejak  diterima
pemberitahvan yang bensikan informas yang diminta beradz dmnints penguasanya alaw
fidak. Dan PPID Pembaniu dapal mempetpanjang wektu paling lambal 7 har kegja.

- Peavampaian' pendistribusian’ penyerahan informassi publik dilakukan secara langsunp,
melalui ematl, fax atan jasa pos.

- Jika permohonan informasi ditenma maka di swrat pemberitabuan juga dicantumkan
matan infommasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila diperlukan untuk
keperluan pengadann atau perekaman. bila permintaan informasi ditolak maka dalam surat
pemberitahuan dicantumkan surat penolakan berdazarkan LT KIP,

BIAYA TARIF

Pejabat pengelola Informasi dan Dekumentazi Pembantu Dinas Tenaps Kerja Kabupaten
Buleleng menyediaken lnformasi publik secara gratis [ tidak dipunpwt biava } sedangkan untuk
penggandaan dap perckaman, pemohon/pengguna  infermasi publk  dapat  melakukan
pengeadaan informasi sendiri di sekitar pedung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
{FPID} Pembantu setempat .

KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI FUBLIK

Fejabat Pengelcla Informasi dan Dedumentasi dalam  melaksanakan pelayanan informasi
publik kepada pemahon/pengguns informesi publik dibantu oleh Pejabat Fumgsional Amipans,
Pusiskawan, Pranzta Humas, dan Pranala Komputer. Uniuk pelugas pada desk layatan
[nformasi Publik divlamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengetabuan rangenai
peraturan  perupding undapgan  keterbukaan  informasi publik dan pelayanan  publik,
keterampilan daa sikap dalam berkonmnikasi, sehingpa dapat menunjang dalam melaksanakan
lugns pelayanan informasi

LAPORAN OPERASIONAL LAY ANAN INFORMASI FUBLIK

- Pengelolshan hasil wensaksi pemyelenggarman pelayanan publik dilakuken melalu
pembuatan laporan hanan pelakssneen tugas pelayanan informes publik

- Bidang pelayanan informasi pembuat laporan bulanan hasil pelaksansan tugas pelayanan
informasi publikc untuk disampailkan kepads pejabat pengelola informasi dan dekumentasi
{PFID) Pembanty Dines Tepage Kena den Transmigras: Kabupaten Bulelsng,

- Selanjuimya PPID Pembantu Dinas Tenaga Kerja setap bulan melaporkan kepada Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transimgrasi selakn atacan PPID Pembante Dinas Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Bulelang,

- Lapomen terschut memuat informasi mengeoal permintaan informast publik vang sudah
dipenuhi, tindak lanjul dati permintsan  yang belum dipenshe, penolakan permintast
informasi publik disertai dengan alazan penclakanya dan wakiu diperlukan dalam
memebuhi setiap permurtaan pemochon informasi sesual dengan ketenfuan yang telzh

diatur dalam peraturan perundang-undangan

KEBERATAN ATAS PEMEERIAN INFORMASI PIBLIK

Setiap pemohon informasi publik dapal mengajukan keberalan sccam teriulis kepade alasan

peiabat pengelola informasi dan dokumentagi berdasarkon alacan berkut -

= Penolakan ams permintan informasi berdasarkan alasan pengecuslian sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17.

- Tidak disedizkanya informast betkala sebageimana dimaksed dalam pasal 9;



¥I. KEDUIMI/KAN PFID PEMBANTU

T

-

PPIL Pembanti berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

PP} Pembanfy dietapkan melalui Kepuusan Kepala Dinas Tenaga Kera Kabupaten
Bulaleng.

Eetua PPID Pembantu adalah Sekretans Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

VIL TLUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi PPIT Pembantu / SKPD
Tugas:
Mereicanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanasn
kegiatan pengelolaan dan pelayanan informac di linglungzan sabuan kega

Fungsi:

1
2]
3)

4)
3}
6]

Mengelola dan metsyeni informazi publik senta dokuroeatasi di satuan kerjanya

Pengolahan, penalzan, dan penyimpanan data dap/atan infoman publik yang diperolch.
Penyeleksian dan pengujian dala dum infortnasi publik yanpg termasuk dalam kKategned
dilcecualikan dan informasi yang dibuka wniuk publik yang ditetapkan oleh Pejsbat yang
herwenang.

Pengwiien akssaibilitas atas svate infommast publik;

Penyelesajan sengkela pelayapay informasi;

Pelaksonean koordinas: dengan PPID Kabupaten Buleleng dalam pengelolsan dan
pelayanan informasi publilc serta dolkumensas:,

Vill. MEKANISME ;
FENGUMPUL AN, PENGEKLASIFIKASEAN, FENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN
INFORMAS]

A. PENGEUMPULAN INFORMAST

Penpumpulan informasi merupaken aktivitas penglumpunan  kepotan yang telah,
sedang dan vanp akan dilaksenslan oleh setiap satuan kerja.

. Informeasi yang dikumpulkan adalak informasi yang berkualitas dan relevan dengan

mgas pokok dan fungsi.

- Informesi yang dikumpulkan dapal bersumber dar pejabal dan arsip, baik arsip statis

maupun dinasmis,

. Pejabat sebagaimana dimaksed dalam bubir 3 merupakan peiabet yang berapggumg

jawab dalam peclaksanaan tugas pokok dan fungsi di Saman Kenanya, sedangkan arsip
statis dan dinamis metupakan arsip yang \ethail depgan pelaksamaan tuges pokok dan
fungsi Satuan Kera bemsanghutan.

. Penyedisan informasi dilaksanakan denpan memperhatikan tahapan sebagai beribout

a. Menpenalil tugas pokok dan fungsi;

b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan;

¢, Mendata informasi dan dobumnen yang dihasilkan;
d. Mermbuat daftar jenis-tenis informasi dan dokumen.

. Komponen utams yang perlu disiapken dalam pengelolaan dap pelayanan miormas dan

dokumentesl, meltpub -

Organizasv'Kelembagaan;

Kebijakan dan Perateran Daemah terkail;

Sumber Daya Manusia {Struktumu] dan Fongsional},

Frogram dun Kematan;

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Angpsran yang meliputi uaser program

Houwt Lrame o

fen=e



B. PENGRLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses penpklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompo¥, yaimu informasi
yang bersifat publik den informas: yang dikecoalikan.
I. Informasi yang bersifat publik
[rikelompokken berdasarkan subyek informasi sesusi dengan tugas pokok, funge dan
kegintan sctiap satusn kerjs, melipufi -

Informasi yang bersifal terbuka, yait informasi yanp wajib disediakan dan

diurmumkan secara berkala, melipuli -

}) Profil yang meliputi  seperti  sejarab  singkar, strukour  orgamisasi,
tujuan kedudukan, pas dan Fungs, program kega, dan sebagrinya;

2) Informasi menpgenai kegiatan dan kinerja Pemerntah Kabupatea Buleleng,
Laporan Akuntabilitas Kinetja, dan sebapainya.

3) Informesi menpenai laporan kevanpan, seperti laporan realisasi angparan,
laporan pendlapatsn dacmsh, laporman perlangeung jawaban keuanpen, dan
achagainye.

4] Informasi lain yang diamr dalam peratean perandan gan;

5] Informesi yang lobih detil atas permintasn pemobon.

b. Informasi publik yang wajib tersedia seliap saat, meliput -

1] Daftar selurub informasi publik yang berada di bewah pepguesasn Dinas
Tenapa Kerja dan Transmiprasi; tidak teermasuk informasi yang dikecuwalikan.

2] Haml keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transnugrasi dan latar belakang
perfimbangpennya,

%) Zelumuh kebijakan yang ada serta dokumen pendulotmgnya;

4] Rencana kega program/hagiatan;

5] Pegjanjian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pihak ketipa

) Infortasi dan keljaksn yeng disampeikan Kepala Thnas Teoaga Kema dan
Transmiprasi dalam perternuan vang terbuka wanak umum;

7] Proscdur kerja pegawei [inas Tenaps Kerja dan Transmigrasi yang berkaitzn
denpan pelayanan masyarakal; dap/atan

E) Laporan mengenai pelayanan akses wformasi publik scbagrimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 teatang Kelerbukaan Informasi Publik.

2. Informasi Yang dikecualikan
Dralam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perdu diperhatikan hal-hal schagai
berikut :
a. Informasi wang dikecualikan adalsh informasi sebapgaimana diar dalam

b.

UndangUndang Nomor |4 Tehun 2008 pasal 17 dan I8,

Prinsip-prinsip vang haras diperhatikan delam menpelompokken informasi yang

dikecualikan:

1} Ketat, artinya untuk mengategorikan infermasi yang dikecualikan harus benar-
benar mengrcu pada melede yang valid dan mengedepanken obyektivitas,

2) Terbatas, artinys informesi yang dikecualikon hepgs tetbales pada informasi
tertentu uniuk menghindari penafziran yang subyektif dan kesewenaggan.

J) Tidak mutlak, artinyva tidak ada informasi yang secara mutlak dikecuoalikan
kettka kepentingan publik yang lebih hesar menghendakinya.

Fetpecualian hare: melalu melade o)1 konsekuens bahaya (consequential hamm

fest) yang roendasari penentuan suatu informasi harus  dirahasiskon apabdila

mformast lerachut dibuka

Untuk lebih menjamin suatv inlormasi dapat dibuka alau ditump secara obyeldif,

maka medode sebagaimana tersehut pada poin £ dilsngkapt dengan vji kepentingan



f. DUsulan klasifikasi akses infornasi vang bersifat ketat dan terbatas schagaimana
dimaksid pada hunuf b angka 1) dan 2y tersebut di ates, diajukan oleh SKPD yang
memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan adiministrasi.

E. Penetapan sebagaimana tersebut pada huref b angka 3) dilakukan melalu rapat

pimpinan,

C. PENDORKUMENTASIAN INFORMASI
Fendolumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan
dapfatau Kelérengan yang dibuat denfatau diterima olch PPID Pembantu dalam melayian:
permintaan informesi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesusj dengan peratiran
perundang-vadangan bideng kearsipan dan peraturan di ndang tala persuratan yang
berlgku di hngkungan Pemerinlah Kabuputen Buleleny ishapan dulam pendokumettasian
informasi melipuri;

2,

3.

3.

Desknipsi Informes -

Membaugt ringkazan untuk masing-masing jenis informasi.

Verifikasi Infoomasi:

Setiap informasi diveniitkasi sesual dengan femis keglatannya.

Chentikast Informasi

Dilakukan untuk rmenjamin keashian informasi melalel validasi informasi oleh setiap
satuan Kerja,

- Kodefkasi Informas::

Untuk metmpermudah  pencarian  informast  yang  dibotobkan, maka  dilakukan
kodedikasi.
Penataan dan Penyimpanan Informasi.

. PELAYANAN INFORMASI

1.

G.

Mekamizme Pelayanan [nformas:

Lintuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebotuhan  pemohon'penzguna

informasi publik, PFID Fembantu melalui desk layvanan informasi putdik, mermbenken

layanan langsung dan iayanan melalo rnedia etak dan elektromk

a. Layanan informasi secara lanpsung, yaitu lavanan informasi publik yang

dikatrgonkan wajib tersedia setiap saal, dengan mekanisme peleyanan schagai
barikut :

1] Pemohon informasi datang ke desk layanan intormasi dan mengisi formulir
permintaan informasi dengan melatpirkan fotocopy KTP pemohon dan pengpuna
informasi,

2} Petugas membertkan tanda buldh penenmaeen permintsan informas publik kepada
pemohon informasi publik.

3} Petuges memproses perountazn pemehon informas publik sesual dengan Formmulir
perminizan informasi publik vang telah ditendatangam oleh pemohon mformasi
publik.

4} Petugny memenuhi  permintaan informacsi  sesoei déengan yang diminta  oleh
pemchon/penpguna  informasi. Apabila informasi yanp diminta masuk dalam
kategon  dikecualikan, PPID Pembanm menyampakan alasan sesuai deng@n
kstentuat perafiran perundanon yvang barlaku.

5) Petugns memberikan Tanda Buktt Penyerashan Informasi Publik kepada Penppuna
Informasi Fublik,

Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, vaitu informast publik

yang tersedis dan divmuomkan secara bereala dilayani melaloi website Dines Tenage

Kerja Kabupaten Bulelenp dan media cetak vang tersedia.

Tikza pemmohonan informasi ditedima, maka dalam surat  pemberitahuan  Jupm

dicantumkan makeri informasi yang dibcrikan, formal informusi, serta biaya apabala



1. PPID} Pembantu vang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:

PPID Pembantu mempersiapkan daftar pemohon danfatau pengguna informasi yang
akan dilolak;

PPID Pembantu mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan anggota yang
terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID Pembantu;
Hasil keputusan rapat anggota dituangkan dalam benta acara yang ditandatangam
oleh seluruh peserta rapat;

Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

PPI'_D Pembantu yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan
pemohon mformasi publik secara tertulis ;

PPID Pembantu mempersispkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon
dan/atau pengguna informasi;

PPID Pembantu mengadakan mpat koordinas: dengan melibatkan SKPD yvang terkait
paling lambat 3 han kena setelah surat permohonan diterima PRI,

Hasil keputusan rapat anggota dituangkan dalam berita acarm yang ditandatangani
oleh seluruh peserta rapat;

Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.

Penyelesaian senghketa informasi

PPID Pembantu memvusun kajian dan pertimbangan hukum untuk  dissmpaikan
lr.epada Adagan PPID Pembantu:

Pada saat sengketa informasi berlanjut, maka PPID Pembaniu akan melaporkan
kepada PPID Kabupaten melakukan pendampingan hukom untuk penvelesaian
sengketa informasi.

PPID Pembantu menyiapkon bahan-bahan terkait sengketa informasi;

Singaraja, 3 Januari 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

iz fl*;ﬁﬂﬁa'},a 99303 1 012



